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Dana Hibah Pariwisata 2021 Masih Dalam Proses Pengajuan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar:  

https://travel.kompas.com/read/2021/04/28/081900527/dana-hibah-pariwisata-2021-masih-dalam-proses-

pengajuan 

Dana hibah untuk pariwisata tahun 2021 yang diperluas masih dalam proses 

pengajuan ke program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
1
 2021. Kendati demikian, 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, 

pengajuan tersebut bisa terwujud karena sektor kementerian dan lembaga pariwisata akan 

dijadikan prioritas.  

"Perluasan dana hibah untuk pariwisata, termasuk untuk biro perjalanan, saat ini 

statusnya masih berproses dalam pengajuan di program PEN 2021," tutur Sandiaga saat 

weekly briefing hari Selasa (27/4/2021) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat.  

"Tapi kami dapat indikasi positif karena sebagian program PEN sektoral kementerian 

dan lembaga untuk pariwisata akan diprioritaskan," tambahnya.  

Sistem penyaluran dana hibah tersebut rencananya akan menggunakan mekanisme 

transfer ke daerah. Mengutip dari kompas.com pada 12 April 2021, dana hibah pariwisata 

2021 akan diperluas, sehingga tidak hanya untuk hotel dan restoran tapi juga diusulkan untuk 

biro perjalanan wisata dan taman rekreasi.  

"Basis datanya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan tahun 2019, dan 

pajak penghasilan (PPh)/pajak pertambahan nilai (PPN) 2019 untuk usaha biro perjalanan 

wisata," jelas Sandiaga. Adapun dana yang diajukan tahun ini sebesar Rp 3,7 triliun. Angka 

tersebut lebih besar dibanding angka di tahun 2020 yaitu Rp 3,3 triliun.  

Selain bantuan perlindungan sosial, Sandiaga mengatakan Kemparekraf melalui 

program PEN 2021 juga akan mendorong program-program padat karya yang bisa membuka 

peluang masyarakat untuk mendapatkan mata pencaharian. 
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Sumber berita: 

1. https://www.beritasatu.com/ekonomi/762563/sasaran-diperluas-dana-hibah-pariwisata-

ditambah-jadi-rp-37-triliun, 19 April 2021. 

2. https://travel.kompas.com/komentar/2021/04/28/081900527/dana-hibah-pariwisata-2021-

masih-dalam-proses-pengajuan,  28 April 2021. 

Catatan: 

1. Dasar Hukum Hibah Daerah 

Dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah 

yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan 

c. Peraturan Pemerintah  Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. 

2. Pengertian Hibah Daerah  

Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari 

Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah 

dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.  

Hibah Daerah meliputi:   

a. Hibah kepada Pemerintah Daerah : Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal 

dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok 

masyarakat atau perorangan dalam negeri. Hibah kepada Pemerintah Daerah yang 

berasal dari Pemerintah bersumber dari APBN meliputi: penerimaan dalam negeri, 

hibah luar negeri dan Pinjaman Luar Negeri.  

Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan 

melalui Pemerintah. Hibah kepada Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu 

sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah ini dapat diteruskan kepada badan usaha 

milik daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan 

Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal sesuai dengan 

asas pengelolaan keuangan daerah.  

b. Hibah dari Pemerintah Daerah: Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada 

Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha 

milik daerah dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum Indonesia. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan 

https://www.beritasatu.com/ekonomi/762563/sasaran-diperluas-dana-hibah-pariwisata-ditambah-jadi-rp-37-triliun
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https://travel.kompas.com/komentar/2021/04/28/081900527/dana-hibah-pariwisata-2021-masih-dalam-proses-pengajuan
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dengan ketentuan yaitu pertama Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara dan 

hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak 

dibiayai dari APBN.  

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha 

milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Pemberian/Penerusan Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah  

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan 

besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima 

hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada Pemerintah 

Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.  

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan besaran 

hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada 

Menteri berdasarkan penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan pinjaman luar negeri 

dan hibah luar negeri. Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah dengan 

mempertimbangkan: kapasitas fiskal daerah, Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah 

Luar Negeri, Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian 

negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, Daerah tertentu yang ditetapkan oleh 

Pemerintah.   

Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing 

Pemerintah Daerah setelah dasar pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan dalam 

negeri ditetapkan oleh Pemerintah dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan 

usulan. Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing 

Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri ditandatangani dan pagunya 

ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan. 

Menteri menerbitkan surat persetujuan penerusan hibah kepada masing-masing 

Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani berdasarkan 

usulan. Berdasarkan surat penetapan pemberian hibah dilakukan penandatanganan 

perjanjian Hibah Daerah. Berdasarkan surat penerusan hibah dilakukan penandatanganan 

perjanjian penerusan hibah. 

4. Perjanjian Hibah  

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi 

kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian 

penerusan hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan 

Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah 

ditandatangani antara kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan Menteri atau 

pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh masing-masing 

kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa.  
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Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang 

diberi kuasa dan pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.  

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang 

diberi kuasa dan pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan. Perjanjian 

Hibah Daerah dan Perjanjian Penerusan Hibah paling sedikit memuat: tujuan; jumlah; 

sumber; penerima; persyaratan; tata cara penyaluran; tata cara pelaporan dan pemantauan; 

hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan sanksi. Salinan perjanjian Hibah Daerah 

wajib disampaikan oleh: Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian 

negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh 

Pemerintah. Kepala daerah kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan 

kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah 

diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Sumber gambar:  

https://news.ddtc.co.id/penerima-hibah-pariwisata-diperluas-pembayaran-pajak-jadi-acuan-29461 
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1 Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah aksi pemerintah untuk melindungi masyarakat 

miskin dan mendukung dunia usaha (kecil, menengah, korporasi), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 

perbankan untuk bertahan dan bangkit dari tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. 
 


